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BUPATI OGAN KOMERING ULU 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU 

NOMOR 900/ � /IX/2007 

TENTANG 

UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

TAHUN ANGGARAN 2007 

Menimbang 

BUPATI OGAN KOMERING ULU 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi 
Pegawai Negeri Sipil telah diatur jumlah hari dan besaran 
uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil; 

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana huruf a diatas, perlu 
diatur Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran 
Uang Makan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu; 

Mengingat 

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu ; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Oaerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ; 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286). 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355). 
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5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 
4548); - 

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

. Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Klnerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi 
Pegawai Negeri Sipil. 

- 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 
Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Angggaran 
2007; 

16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Angggaran 
2007; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG 

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU ; 

" 
/ 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Pegawai Negeri Sipil adalan Caton Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 1999. 

2. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai 
Negeri Sipil. 

3. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai 
Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari 
kerja. 

4. Daftar Perhftungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar 
Gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran 
yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari 
kerja selama 1 (satu) bulan, Uang Makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta 
jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil. 

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh 
Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk 
pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan 
disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat 
kelebihan pembayaran. 

6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen 
yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya 
diteruskan kepada Penerbit SPM. 

7. Surat Perintah Membayar selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari 
DPA-SKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen 
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara 
Umum Daerah berdasarkan SPM. 
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9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, 
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
oleh Pengguna Anggaran. 

BAB II 
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal2 

(t) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan 
diberikan Uang Makan. 

(2) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) 
bu Ian. 

(3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi dari 22 (dua puluh dua) hari 
kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran 
dalam satu bulan dengan pemberian paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja. 

(4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, 
kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran pada 
bulan berkenaan. 

Pasal3 

(1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 besarnya Uang Makan yang diberikan 
kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) 
setiap hari kerja. 

(2) Uang Makan diberikan dalam bentuk uang. 

Pasal4 

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang : 
1. Tidak hadir kerja; 
2. Sedang menjalankan perjalanan dinas; 
3. Sedang menjalani cuti; 
4. Sedang menjalani tugas belajar; 
5. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja. 

Pasal5 

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada lnstansi diluar 
satuan kerja induknya, Uang Makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai 
Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan. 

BAB Ill 
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 
Pasal6 

(1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada daftar hadir 
Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada 
awal bulan berikutnya. 

(3) Khusus untuk Uang Makan Pegawai Negeri Sipil bulan Desember dapat 
dibayarkan pada bulan berkenaan. ,----t 

�-- ------ -�- 
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Pasal7 

( 1) Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sip ii hanya dapat diberikan dalam 
batas pagu anggaran yang tersedia DPA-SKPD berkenaan. 

(2) Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak 
disediakan/tidak cukup tersedia pada DPA-SKPD, dapat merevisi alokasi dana 
yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana uang makan pada DPA- 
SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan Mekanisme 
Pembayaran Langsung. 

(4) Permintaan pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dapat diajukan 
beberapa bulan sekaligus. 

(5) Pembayaran Uang Makan dapat ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran 
atau ke rekening masing-masing penerima uang makan. 

Pasal8 

Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dikenakan pajak penghasilan (PPh) 
Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Uang Makan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Pegawai Negeri Sipil Golongan 11/d ke bawah tidak dikenakan pajak. 
2. Pegawai Negeri Sipil Golongan Ill/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15 %. 

Pasal9 

(1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-Ls) Uang Makan untuk penerbitan 
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-Ls) Uang Makan dilengkapi dengan : 
a. Daftar Perhitungan Uang Makan 
b. Daftar Hadir Kerja 
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. 
d. SPP PPh Pasal 21 

(2) Bentuk Daftar Perhitungan Uang Makan adalah sebagaimana contoh pada 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana contoh 
pada Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 10 

SPM-Ls Uang Makan diajukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Bagian 
Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk diterbitkan Surat 
Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya 
laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. 

�· 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

Ditetapkan di Saturaja 
pada tanggal, tr t(/U'I/ �T 
BUPATI OGAN MERING ULU, 

Diundangkan di Saturaja 
pada tanggal, 

SEKRETARIS DAERAH 
,·· KASUPATEN OGAN KOMERING ULU 

SERITA DAERAH KASUPATEN OGAN KOMERING ULU 
TAHUN 2007 NOMOR .tZB . 

{ 
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